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PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR l(:r TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI NGAWI,

a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi

1.

pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat
perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah
dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 perlu ditinjau kembali untuk
diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




10.

Ll

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara , Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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18.

19,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintgh Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);




31.

32.
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34.

35.

36.

37.

39.

40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Inférmasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2021 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Nomor 3 Seri A);
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47.
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49.

50.
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Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa  Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di
Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 71 Seri E);

Peraturan Gubernur, Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 89 Seri E);

Peraturan Daerah  Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi Nomor 274);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nomor 04);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 135)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Ngawi Nomor 61 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2022 Nomor 61);

. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 25);




Menetapkan

52.

53.

o4,

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 Nomor 72);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 146);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nemor 216) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023
Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022
Nomor 146 ) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 3.A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3.A

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN

b.BAB Il : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

c. BABIIl : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

d. BABIV : PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Dltetapkan di Ngawi

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Aguctus 200

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR u:t




KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
hanya karena perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja kabupaten Ngawi tahun 2023 dapat terselesaikan dan dapat
dituliskan ke dalam bentuk buku.

Secara garis besar renja ini merupakan bentuk penjabaran dari
pelbagai dokumen perencanaan seperti halnya RPJMD Kabupaten Ngawi
dan Renstra. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan
pencapaian visi, misi, sasaran maupun tujuan organisasi sebagaimana
tertuang dalam dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas.
Melalui renja, semua perencanaan diukur dan dilakukan secara nyata di
lapangan sehingga memudahkan untuk dilakukan monitoring dan
evaluasinya dari waktu ke waktu. Sehingga pada akhirnya dapat
ditentukan telah sejauh mana visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi
telah dicapai. Di samping renja menjadi tolok ukur transparansi dan
akuntabilitas kegiatan dan penganggaran sebagaimana prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan Perubahan renja ini tentu tidak terlepas dari dukungan
segenap pihak baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ngawi maupun hasil koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD terkait dalam
lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu besar harapan kami
dokumen renja ini dapat mewakili sekaligus dapat menjadi pedoman
pelaksanaan kegiatan — kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
dalam rangka kontribusi kami mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ngawi
di masa mendatang. Sekaligus menjadi acuan dan tolok ukur dalam
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian Rencana kerja ini kami susun dan semoga dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar ISl I
BAB | PENDAHULUAN e 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Landasan hukum L 3
1.3 Maksud dan TUJUBN ..o e 9
LA Sistimatika 10

BAB Il RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il SATPOL PP TAHUN
BERKENAAN ... 12
BAB Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18
BAB V PENUTUP ..., 31



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWT

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ngawi Tahun 2023 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang
merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah
direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah 2023

Dokumen perencanaan daerah memiliki keterkaitan satu sama lain
dalam pelaksanaannya. Sistem perencanaan pembangunan merupakan
kumpulan proses perencanaan pembangunan untuk penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya
sangat berkorelasi, saling menentukan dan berusaha saling bersinergi.
Sejalan dengan landasan hukum perencanaan di tingkat pusat, maka
dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD; dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah.

AR B




Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ngawi merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan
sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023. Selain itu dokumen
Perubahan Rencana Kerja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Triwulan II Tahun 2023.
Perubahan Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem
perencanaan daellah, karena mérupakan produk penyempurnaan
perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk
memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan
dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 pasal 343 ayat (1), dengan adanya perubahan rencana Kerja
Pemerintah Daerah secara otomatis Rencana Kerja Perangkat Daerah juga
mengalami perubahan .Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan,
melip{iti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah,
rencana program dan Kkegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun
Rencana Kera Perangkat Daerah berkenaan;

Dengan demikian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), maka faktor-faktor pendukung
adanya perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ngawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- Adanya Penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
- Penyesuaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Pergeseran anggaran di karenakan adanya penyesuaian prioritas

Perangkat Daerah

- Penyesuaian Target pada Kegiatan dan Sub Kegiatan

Landasan hukum terkait Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) berpedoman pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004,

sedangkan terkait Keuangan Negara tercantum pada Undang-Undang 17

Tahun 2003, sebagaimana terlampir pada gambar berikut :
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1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja mendasar pada peraturan — peraturan

sebagai berikut :

i 5

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);




7.

10

11,

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Repliblik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
§ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Repﬁblik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi




15,

16.

j 404

18.

19,

20.

21.

dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738); '

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalim{ Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890j;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) (Lembar.an Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambal_xan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178




22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59" Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 96);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedqmém . Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1346):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peréturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupat'en /Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);




31.

32.

33.

34.

33.

36.

37.

38.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Iﬁomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021
(Lenibaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);




40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48,

49,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Nomor 3 Seri.A);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E}:

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa
Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinst Jawa Timur Tahun 2022
Nomor 71 Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Nomor 89 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030
iLembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun
2012 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tenfang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021
Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nomor 01};

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);




S0.

51.

2.

3.

Peraturan Bupati Nomor 25  Tahun 2022 Tentang
Kedudukan,susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja
Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2022 Nomor 1 19)I sebagaimana diubah dengan Peraturan
Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 Nomor 72);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor él6 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 Nomor 21).

Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022
Nomor 146 )

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yaitu sebagai penyempurna arah
kébijakan dalam dokumen induk RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-
2026. Maksud lainnya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah IDaerah dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran

kinerja dalam proses revisi APBD 2023.;

b. Sebagai dasar prioritas pembangunan APBD Perubahan Tahun

2023

Sementara itu, tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023

menjadi pedom_ém untuk :
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. Menjelaskan keadaan di mana asumsi yang mendasari terkait dengan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang diidentifikasi

sebelumnya telah berubah.

. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA}, Penyusunan
. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS),dan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

. Mengubah subkegiatan, menghapus subkegiatan, menambah

subkegiatan baru/alternatif, menambah atau mengurangi target
kinerja, serta mengubah lokasi dan kelompok sasaran berdasarkan
asumsi RKPD Tahun 2023. |

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sedangkan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik. Bab I terdiri dari:

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I1

TAHUN BERKENAAN

2.1  Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja yang direncanakan;

2.2 Realisasi program(kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi
target Kkinerja yang direncanakan

2.3 Realisasi program /kegiatan /subkegiatan yang melebihi target kinerja
yvang direncanakan;

2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
me;ebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;

2.5 = bmplikasi yang timbul terhadap target capaian IKU Perangkat Oaerah;

2.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
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BAB [l RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini berisikan penjelasan mengenai :

3.1

3.2

3.3

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap
perubahan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dan
pendanaan;

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan,
dan sub kegiatan

Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

4.1

4.2
4.3
4.4

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

Kaidah-kaidah pelaksanaan;

Rencana tindak lanjut;

Pada bagian lembar terakhir disediakan tempat untuk tanda
tangan Kepala Oaerah, karena Ookumen Perubahan Renja-PD
akan menjadi lampiran dari Rancangan Perkada tentang
Perubahan Renja-PD




12

| BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN BERKENAAN

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023
Kabupaten Ngawi telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam P-
PPAS Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023,

Evaluasi dari pelaksanaan kinerja Tahun 2023 hingga Triwulan II
menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Meskipun terjadi kendala
dan permasalahan, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan dari 3 Program 14
Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :




BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN BERKENAAN

Perubahaﬁ Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023
Kabupaten Ngawi telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam P-
PPAS Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023,

Evaluasi dari pelaksanaan kinerja Tahun 2023 hingga Triwulan II
menemukan berbagai kendala dan peI:masalahan. Meskipun terjadi kendala
dan permasalahan, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan dari 3 Program 14
Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
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FAMONG FRAJA
ol o| 2| zo2 ™ TR T
Daersh . i ST
O 0| 1] 01 |Penysdiasn Galden Tunjangen Jurniah Orang yeng Menerima 1.092,0 orang/tahu| B.847 617.000| © 01092 8.847.617.0|273.0| 1.163.196,71|273,0| 2.368804.8| O o o 0[546,0(4,537.031.5 51 |S48,00| 4532031, 50 51,12 |SATUAN POLISI
ASN Gall don Tunjengan ASN o n .08 o i & 74 o 88 586 |PamonG PRAIA
iuminh dokumen pengajusn gall | 26,00 dokumen | 8.847.617.000] © 26,00 ~ oo T R T R = 13,60, 50,00 | 1500 | 50 SATUAN POLIS
disn tuRlangan ASN dan Non ASN 4 PAMONS PRAJA
yang disusiin | sy | n
ol o 2] o5 |koordinasidan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhic 1,00 dokumen s.000.000) O | 0] 1,00 | 5.000.000( 1,00 ol o 50000000 © CHEC 0 1,00 | 5.000.000f 100,00 [ 100 1,00 5.000.000| 100 100 [SATUAN POLISI
Laporan Kxuangan Akhir Tahun Tahun SKFO dan Laporan Hasd | PAMONG PRALA
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan i
E= sl R S s et it Ll L T - e s SR o e e ] = o) S = b
o| of 3 87 | Roordinas) dan Fanyusunan Aurntah. Laporan Kevangan 50,00 dokumen 5.000 000 O 0 50,00 5.000.000(18,00 ojis,00| t.ssso000| © o 0/36,00 1.556.000( 72,00 RS 36,00 1.556.000 T2 31,12 [SATUAN POUSI
Laporan Keuangan I / / PAMORS PRAIA
B SKFD dan Laparan £oordinasi
SRPD Fenyusunan Laporsn Keuangsn
tananTr s | |
SKkPD i
@ 0| 1| 205 | Administras| Kapegawalan I e
Farangkst Deerah |
@[ 0 1| ©2 |Pengadoan Pakalan Dimas Beserta  [lumiah Paket Pakalan Dinas 100 paker 37572000 D 0| 1,00 | 37.572.000| 1,00 | 37.572.000| © of o ol o ol 3,0p | 37.572.000{ 100,00 | 100 1.00 | 37.572.000f 100 100 [SATUAN POLISI
Atribut Ketenghapannys beserts Atribut Kelengkapan PAMONG FRAJA
|
T8 8T 50 [Sosulsasi Parataran Perundang.  [Jumish Orang yang Mengikut 40,00 arang s.034.000] O O|4D,00| S.034.000] O o] o ol o GHEG) [ ) o] 0,00 ] o 0| o 0 |SATUAN POLISI
Undangan ratur g | PAMONG PRAIA
o s AN e SRR L T ) TN - | = a—
2,06 | Advainistrasi Umum Parangki
|Daeran 3, Py CRRET SR
01 | Panyediaan Komponan |nstalash Jumniah Paket Komponen Instalasl | 2,00 paker 6.630.000f 0O o) 2,00 E.630.000( O ol o o o o o o] 0 o| o.00 ] [ a o [=] SATUAMN POLISI
Listrli/F ga LUistrik/Panerangar Al
Kamtar Kantor yang Disediakan
02 | Penyediasn Perslatan dan Jurniah Paket Perslaton dan 2.00  paket ©0.256.000] © of 4,00 | 60.756.000( 1,00 | 18.988.500| O 2.453.500| O o o Of 1,00 | 22.422.000| 25,00 25 37,21 |SATUAN POLISI
Perlenghapar Kantor Perlengkapan Kantor yang | PAMONG PAALS
ik bk |
D4 | Panyedissn Bahan Logibih Kantar | humiah Paket Baben Logls i 72,00 P 10000000 © of 2,00 | 10.000.000] © o[ 3,00 i.030.000] © af o o[ 1,00 [ 1.030.000] 5000 10 1,00 1oao.000| E0 10,30 |SATUAN POLISI
Kantar yzng Disediskan PAMONG FRAJA
05 | Penyediaan Barang Cetakan dan  |Jumiah Paket Barang Cetakan dan | 4,00  paket 15.000.000) © of 4,00 [ 15.000.000] O of 2.00 | sesi600| o ol o 0 2,00 | 9.441.600| 50,00 | &3 2.00 5441600 50 61,93 [SATUAM POLISI
Penggandasn Penggandasn yang Disediahan PAMONG PAAIA
IR 06 | Penyediaen Bahan Bacaan dan Jumiah Dokumen Baban Sacaan 4,00 dokumen a.93o.000f O o| 4,00 3.930.000] O of 1,80 60| O of © of 1,00 620 25,00 16 1.00 620,000 a5 15,78 |SATUAN POLISI
Farsturan Parundang-undangan  |dan Peraturan Perundang- | PAMONG PRAIA
L yang Disediak
G| 0| 1| 08 |Fasiitasi kunjungan Tamu Jumian Laparan Fazilitast 13,00 laporan 3.000.000] © of1z,00{ 3.00cooo| o o600 | 2000000 @ ol o O] B.0G | 2.000.000] 50,00 &7 6,00 7.000.000] 50 66,67 |SATUAN FOLISH
S| Tomu i [P AMONG PRALL
Jurnlah mAmIn Kunjungan Tamu 100 kotak 3.000.000 @ 100 a 0,00 o o 60,00 60,00 60,00 [ SATUAN POLISI
yang disadiakan PAMONG PRAJA
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9 [ Fenysienggaraan Rapat Koordinas! |Jumiah Laporan Penyelenggaraan | 12,00  laperan 119,959,500 © D]32,00] 118.599.50] 3,00 | 14.353.500] 3,00 | 16.113.000] 1@ O] 5,00 | 30.466.500] 50,00 | 25 €00 | 30.466.560] 50 25,39 |[SATUAN POLISE i
dan Konsultas! SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultast o FARSOING PRALA
SKPD
= “[tumiah mamin Rapet SKPD yang | 30,00 kotak 119599 500 O T ane0 o ol 20,00 86,867 | | 2o,00 BE,E7 SATUAN POLISI
d 25 # _|PamONG PRAIA e
2.07 | Pengadasn Barang Millk Daerah T
Penunjang Lirusan Permerintah
Daerah
05 | Pengadasn Mebel Tarelan Paket Mebsl v 3,00 unk 7.408.000 O 0| 3,00 | 7.209.000] O 6| 2,00 | 5.925.000| 'O 0| 2.00 | 5.825.000| 66,67 | &0 2,00 | 58925000 66,67 | 79,97 |SATUAN FOLISI
ol e b PAMONG PRAIA
OF | Pengadaan Peralaton dan Mesin | |jumlah Linit Feralatan dan Mesin | 2,00 unit 1a 832000 o 2.00 | 14.532.000( 1,00 | 10.890.000| O Z.800.000| 0 ©| 1.00 | 13.690.000| 50,00 | 94 1,00 | 13.680.000] &0 94,21 |SATUAN POLISI
Lainnya _|Lainnya yang Bt [ e | Lo FRIE R PAMONG PRAIA
10 = Sarana dan Jumnish Unit Sarana dan Prasarana| 1,00  unic 3650000 @ ol 1,00 | 3.880.000] 0 o o o] o ol o o| 0,00 o ) CH 0 |SATUAN FOLISL
Gedung Kantor atau B vg Kanter stau y 3 ¥ PAMONG PRAIA
Lalnnya Lalnnye yang Disedinkan S
11 Sarana dan ‘umian Uniy Sarans dan Prasarana| 1,00 unit a@saooo o of 1,00 | 4.sss.000| O : af w00 o] ‘o, [ of 1,00 ojicoo0| B 1,00 o 100 9 |SATUAN PGLISI
Pendukung Godung Kantor stau Pendukung Gedung Knntor atau % 5 ' 2 ] f FAMONG PRAIA
* |Bangunsn Lainnys 5 5 Bangunan Lainnya fang . = 3 ¥ A = . . 5
.08 | Penyedinen jazs Penonjang Urusan ¥ i
Pemerintahan Daerah
S | Fenyediasn Jass Kemunikasl, [fumiah Laporan Panyediann iasa | 12,00 iaporan 87.696.200| O ©[12,00| 87.686.100| 3,00 | 18.204.544| 3,00 | 17.473.942| |0 0| 600 | 36.078.4B6| 50,00 | At 6,00 | 36.078.488| SO 41,14 |SATUAN POLISI
Sumnber Daya Alr dan Listrik Kormunikasl, Sumber Baya Alr dan ¥ PAPADNG PRAIA
Listelk yang Dl
03 | Penyediaan fsa Peralatan gan Jumlah Laporan Penvediaan lasa | 12,00 imporan 77.328.000 O a[1z,00| 77.325.000] 3,00 | 17.184.000) 3,00 | 25.776.000] 'O 3 6,00 | 42.880.000] 50 S5.56 |SATUAN POLISI
Periengkapan Kantor Paralaton dan Perlanghsgan PAMONG PRALA
Kantor yang D [ it e o=
03 | Penyediaan Jasa Peayanan Umum |lumish Laporan Penyediaan lasa | 12,00 laparen 73.111 000 O 0[12,30( 73.111.000( 3,00 | 12.710.000( 3,00 | 18.965.000 '© a3 E.00 | 31.675.000] 50 30,32 |SATUAN POLISI
Kentar Falayanan Umim Kanter y PAMONG PRAIA
D5 el
305 | Femelibarsar Rarang Mk Dasrsn =i
Peninjang Urusan Pamerintahan
Daera <o) b
o1 ‘ Penyedinen la2a Femaiiharaan, Jumnish Kendaraan Perorangan 188 unit 20000000 O o[ 1,60 | 20.000.000] © o o 9.875.000| ‘0 o] o 9.975.000] 0,00 50 o §avsoon| o 49,88 |[SATUAN FOLISE F-
Blays Pernelthorsan dan Pajak Dinas atau Kendarsan Dines [PAMONG PRAJA
Kendaraan Feraranm, tabatan yang Dipetin, dan
Mendaraan Oiras Jabatan dibayarkan Pajaknys
03 | Penyedinan lesa Pemeliharaan, Jumiah Kerdarasn Dinas 2700 unin 114500000 O T @[27,00| 134.50n.00| 6,00 | 25230000 © | 46.273.760| 0 o[ 6,00 | 71.503.700( 22,22 | &2 6,00 | 71.500700] 37,22 | 62,45 |SATUAN FOLISI
Hiayn Permelinaraan, Pajak, dan Operasionsl atay Lapangsn y o PAMONG PRAIS
Parizinan Kendarasn Dinas |Dipeithara dan dibayarkan Paj
Operasional ateu Lapangan dan Perizlnannya
06 | Pemeliharsan Peraiatan dan Mesin | 1umish Peraistarn dan Meain 38,00 unit 15.040.000| @ ©|28,00] 15.040.000| © G[i5,06] 3.895.000] 0 O[16,08] 3.985.000] 57,14 | 27 | 16,00 | 3.985000] 5714 | 26,56 |SATUAN FOLIS
Lsinnys A Lainrys yang Dipgelhars 5 TR e = : TS Dot S et BAMONG PRAIA
9 | Pameilnaraan/Aenablitasi Gedung |lumiah Gedung Kantar dan 2,00 uni 10.000.000] O o[ 2,00 [ 30.c00000| o o o @554 000 0 o] o §.584.600) 0,60 | 100 6 9.89a000| 0 93,54 |SATUAN POLISI
Kantor dan Bangunan Lainnys 3 Lainmys yang 5 PAMONG PRALA
Dipellnara/Dirshabilitas)
55,45 ] 354

VANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN D,

KETENTERAMAN DAN KETEATIBAN
UMM SERTA PERLINDUNGAN

Panangansn Gengguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Desrab

UALSAN PEMERINTAHAN DIDANG

01 | Pancegahan Gangguan iurniah Kasus Ganggiuan B4,00  kasus 662.233.000] O 84,00 667,223.00/21,00] 133.533.000]22,00| 218.800.00| 'O o[a3.00] 350.538.00] £1.18 53 33,00 | 250.333.00| 51,18 | 52,80 |SATUAMN POLISI
Ketentersman dan Katertiban Kotentersman dan Ketertinan a a o o PAMONG PRAIA
Urnum melalal Deteksl Dinl dan Umum yang Dicegah Melzhal
Cegah Dini, Pembinaan dan Deteks]| Dinl dan Cagah Dinl,

v Fatrofi,  [Pemb dan Panyuluhan,
: ga , din P ! P Patrall, =

03 | #oordines: Penyslanggaraan Jurmiah Dokumen Hasil 8,00 dokumen 24.000.000] O o[ &,00 | 24.000.000] 3,00 3.000.000| 3,00 | 9.000.000) 6 0/ E.00 | 12.000.000] 75,00 | 50 €,00 | 12.000000| 75 50,00 |SATUAN POLISI
Ketertraman dan Ketertiban Umum [Falaksansan Koordinasi PANMONG PRAIA
sarta Perlindungan Masysrakat Aan b i
Tingkat Kabupaten Kota Ketertiban Umum dan

Parlindungan Masyarakat Tingkat
Kmbupat ota = | +_

0F | Peningkatar Kapasitas SOM Satuan [Jumian SDM Satuan Palis) 43,00 orang 44.747.000f 0 0[43,00| 44.247.000[43,00 o o 41.344.000| 0 of43,00] 41,144,000 100,00 a3 43,00 | 41,144,000 100 97,99 [SATUAN POLISI
Paillsi Pamongprals dan Satuan Famong Praja dan Satuan PAMONG PRAIA
Feriindungan Masyarakst termasuk [Perlindungan Masyarakat yang
dalam Palaksarasn Tugas yang Bltingkatkan Kapasitasanya
Barnuansa Hak Asasi Manusis

06 | Keris Sama antar Lembaga dan Jurniah Dekumen Hasll 1,00 dakumen 1326.000, © 13zo000] O alw o 6l © af 6,00 o o o o 1MMN POLIS!
Kemitraan datam Teknix Pelzksanaan Kerls Same antar FAMONG PRALSY
|Pencegatan dan Penanganan Lembags dan Kermitrsan dalam
Gangguan Ketentraman dan Texnik Pancegahsn Kejahatan |

307 |Pariegakan Peraturan Dasran
Kabupaten/Hota dan Peratur
BuoatWall Kota == b e . L
01 | Sosisllsazi Penegakan Peraturan  |lumian Laparan Hasll Peinksanaan| 50,00  @poran 3564455376 0 G[50,80|3.564 4553 1,00 o .00 af o o[ a.00 o] 8,00 a 4,60 o =8 G |SATUAN POLISI
76 PAMONG PRAJA

Daersh dan
Kota

Bupatl \Wall

Parda/Perkada kepada
Masyarakat/Melompak
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151 £ 02 | Pengawasan atas Kepatuhan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan; 24,00 lagoran 200.000.000| O 024,00 200.000.00{ 6,00 0f 6,00 | 45581500 0 ol O E{i_i‘,ﬂﬂ 45.581,500| 50,00 a3 12,00 | 45,581,500 50 22,79 (SATUAN POUISI
terhadap Pelaksanaan Peraturan Pengawasan yang Dilakukan [+] PAMONG PRAIA
Daersh dan Peraturan Bupati/Wail [Terhadap kepatdhan Terhadap
Kota Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kot
115) 2 03 | Penanganan atos Pelanggaran, _Jlumiah Laporan Pelaksanaan 12,00 laporan 795.527.500f © 0/12,00| 795.527.50| 3,00 22:325.000f 3,00 | 102.097.95| 0O op a 0] 6,00 | 124.422.95] 50,00 16 6,00 | 124.422.95 50 15,64 |[SATUAN POLISI
Peraturan Daerah don Peraturan Penanganan Atas Pelanggaran 3 ] (1} o a o PAMONG PRAJA
Bupati/Wall Kota Peraturan Daergh dan Peraturan ) .
bemur yang Dapat Ditangani
Sesuat SOP
1| 5] 2| 203 | Pembinaan Penyldik Pegawal
_.__|Negeri Sipll PPNS Kabupaten Kota !
1152 01 | Pengembangan Kapasitas dan Jumiah iapuran Hasl Pelaksanaan| 4,00 laparan 30.006.000) 0 0 400 | 30.000.000( © _0) 2,00 . al o 0 o 0| 2,00 0|-50,00 o 2,00 ol 5o 0 ISATUAN POLISI
Karler PPNS Peringkatan Kapasitas Pejabat : PAMONG PRAJA
FPNS dalam Mendukung
Penyelenggaraan Ketertiban .
Urnum dan Ketznteraman | I .
Masyarakat serta Penegakan
: - A it ; =T & 48,02 | 46,86 [FiEa i
_f ) = . 1 = 5
= B Tir = L
E SRl Soie
- T T = Bt il - ey
1| 5| 4| 201 | Percegahan,! Pengendalian,
| Pemadarman, Penyelamatan, dan
| Pesanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah 5
Kabupaten/Kota
1|54 02 | Pemadaman dan Pengendalian Jumtah Laporan Hasl Pelaksanaai| 24,60 laporan 275.890.000 © 0|24,00| 275.820.00| 6,00 £2.940.000( 6,00 | 83140000 © o 0 0/12,00 :I.d\g.cll{l:l,uﬂ 50,00 53 12,00 | 145.080.00| 50 52,95 [SATUAN POLISH
Kebakaran dalam Daerah Keglatan Keslapsiagaan Petugas o a o PAMONG PRAIA
Kabupaten/Kata Fiket dan Pemadaman Kebakaran
dalarn Daerah Kab fKeta Ll 4 =0 [ A il =l $ i i i il
1| 5| 4202 |InspeksiPeralatan Proteksi
115] % 01 | Pendataan Sarana Prasarana Jumlah Dol yang 2.00 d 25.800.000) Q 0} 2,00 | 25.800.000| © 5.920.000] 1,00 5820000 O of o 0f 1,00 | 11.840.000| 50,00 46 .00 | 11:840.0000 50 45,83 |SATUAN POLISI i
Proteksi Kebakaran Data FAMONG PRAJA
Bangunan/Gedung/Lingkungan 3 : s i i
yang Dipersyaratkan Harus . | L3 B
1| 5| 4] 204 | Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran
1(5]4 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam [Jumiah Warga Masyarakat yang 100 orang 42.110.0000 0 0f 100 | 42.110.000{ © 17.780.000| 100 | 21.993.0000 Q 0 0 0| 100 | 35.773.000| 100,00 94 100 | 39.773.000{ 100 94,45 [SATUAN POLISI
Pencegahan dan gulang 5 Edukast PAMONG PRAJA
Kebakaran melalul Sosialisasidan  |Pencegahan dan Penanggulangan
|Ediikasi Masyarakat | Kebakaran Setiap Tahunnys
1{5| 4| 2.05 | Penyelenggaraan Operasi 1
Penczarian dan Pertolongan
terhadap Koadil Membahayakan
1154 01 | Penyelenggaraan Operas| Jumiah Laporan Hasli 12,00 laporan 37.000.0000 0 ©112,00{ 37.000.000| 3,00 B.790.000(3,00 | 8.810.000) 0O ol o 0| 5,00 | 17.600.000) 50,00 48 6,00 | 17.600.000 50 47,57 TUAN POLISI
Pencarian dan Pertolongan pada  |Penyelenggaraan Operas| PAMONG PRAJA
Peristiwa yang I Peny atan yang M
Membahayakan danatau Keselamatan Manusia
i S : = 62,5
51,35

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Pencapalan Kinerja : -

Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya : -
(ang DI P i gm Aenia PD B 3
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Dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di atas, untuk realisasi
program/kegiatan /sub kegiatan masih rendah. Adapun yang belum
memenuhi target yang direncanakan sebanyak 16 Sub Kegiatan dan yang
telah memenuhi target sebanyak 11 Sub Kegiatan serta yang melebihi target
kinerja sebanyak 2 Sub Kegiatan dengan rincian seb.agai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
rata-rata capaian kinerja sebesar 43,54% predikat kerja sangat rendah
dan capaian anggaran 55,46% predikat kerja rendah.

2. Program Peningkatan Kctentera“rnan Dan Ketertiban Umum rata-rata
capaian kinerja sebesar 48,02% predikat kerja sangat rendah dan
capaian anggaran 46,86% predikat kerja sangat rendah.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan
Penyelamatan Non Kebakaran rata-rata capaian kinerja sebesar 62,5%
predikat kerja rendah dan capaian anggaran 60,21% predikat kerja
rendah.

+. Program Penunjang ‘Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
rata-rata capaian kinerja sebesar 43,54% predikat kerja sangat rendah
dan capaian anggaran 55,46% predikat kerja rendah.

5. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum rata-rata
::apaia.n kinerja sebesar 48,02% predikat kerja sangat rendah dan
capaian anggaran 46,86% predikat kerjla sangat rendah.

6. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan
Penyelamatan Non Kebakaran rata-rata capaian kinerja sebesar 62,5%
predikat kerja rendah dan capaian anggaran 60,21% predikat kerja
rendah.

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat faktor-faktor penyebab
tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja progfam /
kegiatan/subkegiatan, antara lain -

1. Kesulitan dalam _realisasi kegiatan karena bersifat antisipasi seperti

penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; -
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. Adanya keterlambatan serah terima barang, perubahan metode lelang,
dan mundurnya jadwal lelang merupakan beberapa penghambat yang
terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa;

3. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang
sudah selesai dilaksanakan;

. Sering terjadinya pergantian pejabat/personil yang ada di Perangkat
Daerah; !

. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang
narasumber, instruktur, tenaga : ahli, dan jadwal kegiatan yang
ditentukan oleh pihak lain;

. Perencanaan  kegiatan yang dilaksanakan terkadang terjadi
ketidakcermatan sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah

‘ seperti kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan
rencana kegiatan.

. Perubahan_—'perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah
mengakibatkan setiap personil aparat harus selalu mengikuti Diklat dan
Bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan

tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya

Dari beberapa faktor-faktor tersebut tidak ada implikasi yang mempengaruhi

terhadé{p capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, hal

ini dikarenakan hanya keterlambatan proses administrasi. Dengan demikian

kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk

mengatasi capaian kinerja antara lain :

1. Evaluasi menyeluruh dari pejabat struktural samapai dengan pada
staf disemua bidang. '

2. Memaksimalkan inovasi-inovasi yang ada untuk meningkatkan

 efektifitas capaian kinerja.

3. Memberikan kesempatan para bawahannya untuk mengembangkan
diri sesuai tupoksi masing-masing menciptakan situasi lingkungan

kerja baru
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan
kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung
terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jarigka
Menengah Daerah  Kabupaten Ngawi dan untuk mendukung prioritas
pembangunan daerah, serta prioritas ;;erangkat daerah dalam pemenuhan
standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan
runiusan program kegiatan dan sub kegiatan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dari
penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
telah mengalami perubahan pagu perubahan renja tahun 2023 dan
faktor perubahan di sebabkan :
e Pendanaan Perangkat Daerah dalam Rancangan Rencana Kerja
" Tahun 2023 adanya Perubahan atas ke dua atas APBD Tahun
2023
e Adanya Penyesuain Gaji di tindak lanjuti adanya pergeseran gaji
dari Badan Keuangan
e Penyesuaian pagu dan sub kegiatan yang bersumber dana
transfer hasil pemetaan Peraturan Menteri terkait: sumber dana
DAK Fisik dan DAK non Fisik,sumber dana DBHCHT ,Sumber
| dana DID

b. Rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan
Renja Tahun 2023 terdiri dari 3 Program 14 Kegiatan serta 29 Sub
Kegiatan dan Target indikator program kegiatan dan sub kegiatan
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banyak yang mengalami perubahan. Total pagu indikatif sebelum
perubahan Rp 14.877.956.200 dan setelah perubahan menjadi
Rp 15.255.886.576
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Perubahan Pregram/Keg| fSubKeg Perangkat Daerah Tahun 2023
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja berperan menjabarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mencakup prioritas
pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang memuat
gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal, serta program Perangkat Daerah berupa kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan menyesuaikan
perubahan kondisi yang ada di daerah selama tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun mengacu pada
hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan yang
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah berkenaan;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, selanjutnya
Rencana Kerja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam
penyusuilan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dengan berpedoman pada
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Demikian Perﬁbahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2023 disusun untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan
Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan
menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023. Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan akan disampaikan Pemerintah Kabupaten Ngawi
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kepada DPRD Kabupaten Ngawi untuk dibahas sebagai landasan
penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.




PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843
Email : bappeda@ngawikab.go.id
Website : http/www.bappeda.ngawikab.go.id

%

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, 14 Agustus 2023, bertempat di Aula Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan
verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
2023 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir.
Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

=

PERENCANA PERANGKAT DAERAH VERIFIKATOR BAPPEDA

d —9

—

YULIA MAGDALENA, SE ERNA INDRAWATI, SE.




LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

)

Tanggal Verifikasi : Ié\" a" '_Z,D*L}

NAMA PERANGKAT DAERAH . q.a\lv@b\ 4
KABUPATEN : Ngawi . :
- PROVINS! tawa Timur '
KESESUAIAN
NO BAGIAN isi S Ada Tidak Tidak Ada KETERANGAN
Sesuai ;
| |PENDAHULUAN
1.1 |Latar Belakang
Menjelaskan mengenai : -a |Pengertian v
‘b |Proses penyusunan Perubahan Renja e
‘t |Keterkaitan Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD v
e |Tindak Lanjut dengan proses penyusunan R PAPBD v
1.2 {Landasan'Hukum Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan w
dengan Perangkat Daerah
1.3 |Maksud dan Tujuan Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai v a0
1.4 |Sistematika Penulisan Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 /
Vv
Tahun 2017 ;
I [EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1} TAHUN BERKENAAN y
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah a |Format tabel 2.1 sesuai Permendagri Np 86 Tahun 2017 b

Triwulan |l Tahun Berkenaan

(CETAK DAR! APLIKASI SMEP)

Penjelasan dari hasil evaluasi Pelaksanaan Renja,
utamanya kendala yag dihadapi untuk capaian Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang masih rendah

1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai :

d

Faktor-faktor yang menjadi dasar/pedoman terjadinya
perubahan terhadap rumusan program, kegiatan, dan
subkegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program,
kegiatan, dan subkegiatan

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai
dengan Perubahan RKPD

S
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KESESUAIAN

Sesuai

Ada Tidak
Sesuai

KETERANGAN

Tidak Ada :

Format Tabel 3.1 (Matriks
Program/Kegiatan/Subkegiatan) HASIL CETAK'DAR!
APLIKASI SIPD

Target IndikatorIProgram/Kegiatan/Subkegiatan pada
Tabel 8.1 telah disesuaikan dengan pagu Perubahan
Renja ' !

IV |PENUTUP

Berisikan uraian penutup :

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan ~

Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana tindak lanjut

(<

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan nama dan
disediakan space tempat tanda tangan Kepala Daerah
dan cap pemerintah daerah yang bersangkutan (untuk
ditanda tangani Kepala Daerah saat Perbup Renja
ditetapkan)

VERIFIKATOR

NAMA

TANDA TANGAN

Broa

—¢

(o Gt

—

e /




LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA-PD) TAHUN 2023
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 700.1.2.8/02.88.5/404.200/2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023




PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umur No.12, Kode Pos 63211
Telepon (0351) 749016, Faksimile (0351) 749016
Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website:inspektorat.ngawikab.go.id

Ngawi, 18 Agustus 2023

Nomor . 700.1.2.8/02.88.5/404.200/2023

Sifat . Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) Kabupaten Ngawi Tahun
2023

Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
di

Ngawi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi, dengan hasil reviu sebagai
berikut:

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Mendasar Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor
800.1.11.1/02.46/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan
reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan
Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi yang
dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2023 sudah lengkap; :

b. Nama program, pagu dana, indikator dan target kinerija pada dokumen

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

sudah selaras dengan Perubahan RKPD 2023;

Laporan Hasil Reviu Perubahan Renja PD Tahun 2023 1
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C.

Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Kerja Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya pada
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal
21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119
Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ngawi adalah:

a.

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Baerah Tahunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah:;

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat:
Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/18/404.101.2/B/2023 tanggal 4 Januari

2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten
Ngawi Tahun 2023; '

Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/02.45/404.200/2023
tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir
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Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun
2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi; dan

h. Surat Perijntah Tugas  Inspektur Kabupaten Ngawi  Nomor

800.1.11.1/02.46/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang
melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi.

ll. TUJUAN REVIU

.

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi adalah:

a. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan' Renja-PD) Tahun
12023 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang
memadai;

b. Memberikan keyakinan terbata.s‘ bahwa penyusunan Dokumen Rancangan
Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD)
Téhun 2023 telah berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (P-RKPD);

G Merﬁberikém keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun
2023 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RUANG LINGKUP REVIU

Ruahg lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daéraﬁ_ (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Ngawi mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan

Akhif Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun

2023 Ipada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi mulai dari tahap

penyusﬁnan rancangan sampai dengan ditetapkan, untuk menguji :

a. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(F’erubahani Renja-PD) Tahun 2023 yang disusun telah didukung dengan
dokumen perencanaan yang memadai;
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Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kérja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun berpedoman pada
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 (P-RKPD);

Dokumen- Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan,

tata cara dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah.

V. METODOLOGI REVIU

a. Réviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10

Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembéngunan dan
Anggaran Daerah Tahunan.

Reviu dilaksanakan dengan' menggunakan metodologi penelaahan atas

dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

dokun?en pendukung lainnya serta wawancara dengan petugas/pejabat yang

terkait' dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan

Iangkélh 'keria_yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat

disesuaikan dengan kébutuhan;

Langkah- kerja dimaksud untuk mendapatkan keyakinan terbatas dengan

melakukan penguijian:

- Apakah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang

memadai; |

- Apakah rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah telah disusun dengan 'berpedoman pada Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);

- Apakah rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan

~ dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Has'il pelaksanaan langkah kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu

yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang memuat
simpulan hasil Reviu;
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f.

Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) berdasarkan simpulan hasil Reviu yang
telah dilaksanakan beserta rekomendasinya;

Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten
Ngawi 800.1.11.1/02.46/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang
melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi, dengan susunan tim sebagai berikut:
Penanggung Jawab :  Drs. YULIANTO KUSPRASETYO
Pembantu © NUR ARIF RAHMANTO, S.Sos., M.Si
Penanggungjawab ' :
Pengendali Mutu : DONI FORTANO,S.Sos, M.Si
Pengendali Teknis  :  SIGIT MARDYANTO, ST, M.M
Ketua Tim : UKA PIPIP SUKWAN S, ST, M.Si
Anggota . DWI RATNA WARDANI, ST, M.M

ANANG YENI S, Amd

GALIH SRI RAHAYU, S.Sos

MUSTANUL SANIA HUDA, S.AP

HERLAMBANG BAGUS P, S. SIAN

Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ngawi dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja dari tanggal
14 sampai dengan 18 Agus.;tus 2023.

Vi. GAMBARAN UMUM

, Pagu Indikatif T
No ‘Program Rp)
1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.553.303.700,00
DAERAH KABUPATEN/ KOTA : |
2. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 5.321.782.876,00
KETERTIBAN UMUM
3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, _ 380.800.000,00
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN i
JUMLAH e 15.255.886.576,00
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VIl. URAIAN HASIL REVIU _

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Ngawi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023
Kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun
2023 secara umum telah tercukupi. Dokumen pendukung yang sudah ada:

a. Hasil Pengendalian pelaksanaan- perubahan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten sampai dengan Triwulan !l Tahun berkenaan;
Perubahan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023:
Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah;

d. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkét Daerah Tahun 2023;

e. Berita Acara verifikasi rancangan perubahan Renja / laporan hasil verifikasi
rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah.

b. Keselarasan Nama Program, Pagu Dana, Ihdikator dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Penanggungjawab dalam Perubahan Renja Dengan
Perubahan RKPD
Nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah
penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras dengan Perubahan
RKPD Tahun 2023.

C. PenyuSunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023
Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah beserta Pagu Indikatifnya
Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada Rancangan
Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Perubahan
RKPD Tahun 2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72
Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
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Vil

Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023.
e. Koreksi/Perbaikan yang Belum/Tidak disetujui
Tidak ada koreksi '
f. Saranlrekbmendasi
Tidak ada rekomendasi

APRESIASI .

Inspektorat Kabupaten .Ngawi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan
kerjasama dari seluruh Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ngawi atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan.

INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,

Pembina Utama Muda
NIP. 196607251986021004

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Ngawi, :
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
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'LAMPIRAN




PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umur No.12, Kode Pos 63211
Telepon (0351) 742016, Faksimile (0351) 749016
Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website:inspektorat.ngawikab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN RENJA-PD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

Inspektorat Kabupaten Ngawi Disusun oleh | UKA PIPIP S.S /18 Agustus 2023
Tanggal/Paraf

Diteliti oleh SIGIT M./18 stus 2023
Tanggal/Paraf
Disetujui oleh | DONI F./18 J?ustus 2023

Tanggal/Paraf

URAIAN CATATAN HASIL REVIU \

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi
Nomor 800.1.11.1/02.46/404.22/2023 tanggal 14 Agustus 2023 untuk melaksanakan
reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan

Renja-PD) Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:
DATA UMUM

Berdasarkan Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi Nomor 1

000.7.2.4/107/404.401/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Reviu Perubahan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada Inspektur Kabupaten Ngawi, telah disampaikan

dokumen terkait Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat

Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Reviu Rancangan Akhir

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023, tanggal 21 Juli 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rencana |
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

2. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Ngawi sampai dengan Triwulan Il Tahun berkenaan;
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3. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong ]
Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023:

4. L_élporan Hasil Pengendalian Kebijékan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

5. Berita Acara verifikasi rancangan perubahan Renja / laporan hasil verifikasi rancangan
akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;

6. SK Tim Penyusun; dan :

7. Orientasi dan Agenda Kerja Tim.

Berdasarkan dokumen yang telah diterima, Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 melaksanakan reviu sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menten:- Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 10
Tahun 2018. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan penelusuran
informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen Rancangan

Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
‘Tahun 2023.

Pel'_a_ksanaari reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang
telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Pelaksanaan langkah kerja reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu yang selanjutnya
disusun daiam Catatan Hasil ﬁeviu (CHR).

Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud merupakan kesimpulan dari hasil reviu yang
memuat :

] - Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang harus diperbaiki:

- Tindakan perbaikan yang disarankan oleh Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan
Rénja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perbaikan yang telah ditindaklanjuti maupun

| belum ditindaklanjuti oleh Tim penyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja
Péfangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan CHR yang telah disepakati antara Tim Reviu Inspektorat

Kabupaten Ngawi dengan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah

. Kabupaten Ngawi Tahun 2023, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Reviu.
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1.

PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAM DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN
AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pengujian atas kelengkapan dekumen pendukung, diperoleh hasil bahwa
kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Perubahan
Renja Perangkat Daerah Satuan Poiisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023
sudah lengkap..

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu, kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Ngawi sudah lengkap

. Pengujian Atas Keselarasan Nama Program, Pagu Dana, indikator dan Target

Berdasarkan pengujian atas keselarasan nama program, pagu dana, indikator dan

Kinerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Dalam Perubahan Renja Dengan
Perubahan RKPD

target kinerja Perangkat Daerah penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat
Daerah Satuan - Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras
dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Kesimpuian:

Berdasarkan hasil reviu, keselarasan nama pmgrém, pagu dana, indikator dan target
kinerja Perangkat Daerah penanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras

dengan Perubahan RKPD Tahun 2023. i
. ' |

.PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN

AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pengujian atas penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Substansi Antar Bab
Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja i
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu, penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan.
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4. PENGUJIAN ATAS PENYELARASAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DAERAH BESERTA PAGU INDIKATIFNYA
Berdaéar‘«an pengujian atas keselarasan rencana program prioritas daerah beserta
pagu indikatif pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan
Polisi Pan‘iong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun
2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal
21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil 'reviu, rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada

Rancéngah Akhir Perubahan Renja P(;rangkat_Daemh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras déngan Peraturan Bupati Ngawi Nomor

72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
- 119 j’ahwr 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

5. Koreksil Perbaikan yang belumi/tidak disetujui

6. Rekomendasi

an. epala Satuan Polsss Inspektur Pembantu Wilayah 1]
’_:..'-.:-—“-‘_'.‘. ; i—‘ ey ‘.:

| T ‘." : 9780 192003121 004
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